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JUAL SAJA RANDIS BERBIAYA PEMELIHARAAN TINGGI 

 

Sumber: https://www.bing.com/images/search? 

 

TANJUNG-Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di lingkup Pemda Lombok Utara 

cukup besar. Daerah harus menggelontorkan anggaran Rp 7 miliar lebih untuk pemeliharaan setiap 

tahunnya. 

Dalam kondisi keuangan daerah yang terdampak Covid-19, pemda berencana melelang 

sejumlah kendaraan tersebut. Kepala Bidang Aset Daerah BPKAD Lombok Utara Gunadi 

menuturkan, pihaknya sudah menghadap kepala BPKAD untuk melanjutkan rekomendasi mengenai 

itu.”Sambil saya rekap semua kendaraannya. Intinya ini untuk mengefisienkan pemeliharaan 

kendaraan,” ujar dia, (3/10).Gunadi membeberkan, saat ini pihaknya baru menyusun perencanaan 

untuk kendaraan yang akan dilelang. Apakah itu roda dua atau roda empat, tergantung kebijakan 

bupati. ”Jadi kita hanya memberikan telaah saja, kendaraan kita jumlahnya sekian dan biayanya 

sekian. Itu nanti kita lihat dulu karena ada syaratnya,” jelas dia. 

Jumlah kendaraan dinas 984 unit. Roda dua 722 unit, roda tiga sebanyak 17, minibus 156, 

pikap 35, ambulans 22, bus empat, dan truk 38 unit.”Soal mana kendaraan berpotensi untuk 

dilelang, itu dilihat dari hasil rekomendasi nanti,” jelas dia. Gunadi melanjutkan, saat ini pihaknya 

juga masih mendata kendaraan yang mengeluarkan biaya pemeliharaan tinggi di tiap OPD. Menurut 

dia, kendaraan tersebut lebih baik diusulkan lelang ketimbang membebani anggaran daerah.”Jadi 

arahnya begitu nanti,” kata dia. 

Terkait dampak terhadap kinerja OPD, pihaknya mengantisipasi dengan menanyakan 

terlebih dahulu pada OPD bersangkutan. Sebab jika masih sangat dibutuhkan, tidak akan dilelang. 
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”Kalau tidak rasional, ya kita lelang,” tegas dia. Ia mencontohkan seperti untuk pegawai yang 

bekerja di belakang meja, maka tidak perlu mendapatkan jatah kendaraan dinas. Kendaraan dinas 

hanya akan diberikan untuk penunjang pekerjaan OPD di lapangan. ”Seperti teman-teman di PUPR 

yang survei jalan, kalau mau jalan apa yang dipakai kalau tidak diberikan kendaraan dinas,” jelas 

dia. 

Namun lelang diperkirakan baru bisa terlaksana tahun depan. Sebab pada tahun ini, Pemda 

Lombok Utara belum memiliki anggaran untuk itu. ”Memang kewenangan melelang juga ada di 

Kementerian Keuangan,” ucap dia. Gunadi mengatakan, pihaknya sudah berangkat ke Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pekan lalu. Pihaknya berkonsultasi mengenai 

lelang yang akan dilakukan. Hanya saja, pihaknya belum bisa diiterima langsung karena Covid-19. 

”Tapi Insya Allah tahun depan bisa dilelang, yang penting sekarang sudah ada rumusan dulu,” 

tandas dia. 

Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, lelang diperlukan untuk mengurangi 

beban. Terlebih dengan kondisi keuangan daerah yang kini terbatas akibat pandemi. ”Kalau kita 

berlebihan kita tarik dia nanti kita lelang siapa mau beli. Kalau sepeda motor memang saya anggap 

berlebihan,” kata dia. (fer/r9). 

Sumber berita: 

1. https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/04/10/2021/jual-saja-randis-berbiaya-

pemeliharaan-tinggi/, Diakses 15 Oktober 2021 

2. https://www.wartamataram.com/beban-pemeliharaan-berat-pemda-lombok-utara-akan-

lelang-randis/, Diakses 15 Oktober 2021 

 

Catatan: 

 Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama 

pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola 

aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan 

pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu 

memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. 

https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/04/10/2021/jual-saja-randis-berbiaya-pemeliharaan-tinggi/
https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/04/10/2021/jual-saja-randis-berbiaya-pemeliharaan-tinggi/
https://www.wartamataram.com/beban-pemeliharaan-berat-pemda-lombok-utara-akan-lelang-randis/
https://www.wartamataram.com/beban-pemeliharaan-berat-pemda-lombok-utara-akan-lelang-randis/
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 Barang milik daerah meliputi:  

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau  

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
1
 

 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan.
2
 

  Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang 

milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
3
 

 Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan 

menerima imbalan uang tunai;
4
 

 Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan 

menerima penggantian dalam bentuk uang.
5
 

 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, 

bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 
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 Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 
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 Pasal 1 angka (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
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 Pasal 1 angka (35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
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 Pasal 1 angka (33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
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 Pasal 1 angka (41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 


